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BAB V 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

 Sistem pemilu di Indonesia kerap kali mengalami perubahan supaya tujuan 

negara Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat dan demokrasi yang berlandaskan 

dengan kedaulatan rakyat dapat terpenuhi. Perubahan dapat terlihat dimana 

Pemilu di Indonesia pada awalnya menggunakan sistem proporsional tertutup, 

dengan melakukan pemilihan langsung pada partai politik, bukan kepada calon 

legislatifnya. Sistem ini diberlakukan sejak pemilu pertama di Indonesia sampai 

dengan tahun 1999. Perubahan sejak mulai reformasi ditandai dengan 

terlibatnya lebih banyak partai politik, yaitu sebanyak 48 partai pada Pemilu 

tahun 1999 jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yang hanya 

melibatkan 3 partai politik, meskipun masih menggunakan sistem yang sama. 

Sistem pemilu di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak pemilu 

tahun 2004, dimana menggunakan sistem terbuka, masyarakat dapat memilih 

langsung calon legislatifnya, namun dianggap tidak sah jika hanya memilih 

calon legislatifnya saja, pemilu ini tetap berdasarkan nomor urut, bukan suara 

terbanyak. Tahun 2004 selain terdapat perubahan pada sistem terdapat 

perubahan seperti dalam pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung 

oleh rakyat. Tahun 2009, Pemilu di Indonesia sudah menggunakan sistem 

terbuka murni dimana sudah menetapkan calon berdasarkan suara terbanyak, 

untuk mengurangi konflik internal dalam partai politik dalam penentuan nomor 

urut calon. Sistem terbuka masih digunakan hingga tahun 2019 dimana menjadi 

pemilu serentak pertama kali dengan berbagai evaluasi salah satunya, 

banyaknya kertas suara calon legislatif yang kosong karena masyarakat hanya 

berfokus pada pemilihan presiden dan wakil presiden. 
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 Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, yang menyatakan sistem 

mendekati konstitusional sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia adalah sistem 

terbuka, menandakan adanya kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap 

sistem pemilu, dan yang menjadi jalan tengah yaitu sistem pemilu terbuka 

terbatas. Sistem ini diharapkan lebih demokratis dengan meminimalisir 

kekurangan pada sistem pemilu terbuka maupun sistem pemilu tertutup dan 

mengakomodasi kelebihan dari masing- masing sistem. Sistem pemilu terbuka 

terbatas dalam penelitian ini memiliki 2 pilihan. Pertama, pemilih dapat 

memilih lambang, ataupun nomor dan nama calon namun penentuan calon 

terpilih berdasarkan nomor urut, dan kedua, nama calon di surat suara tidak 

boleh dipilih namun hanya diberikan secara terbuka kepada masyarakat, dan 

rakyat tetap mencoblos pada lambang partai, dan penetapan calon terpilih tetap 

menggunakan otonomi partai.  

 Sistem ini memiliki peluang dan dapat dikembangkan oleh pembentuk 

Undang-undang, untuk pemilu yang akan datang karena sistem ini memiliki 

kelebihan dimana memperkuat peran partai, dalam hal kaderisasi calon 

legislatif dan tetap mengutamakan kedaulatan rakyat melalui nama nama calon 

legislatif yang ditampilkan. Selain itu juga diharapkan akan meminimalisir 

adanya politik uang, karena pada sistem ini, penentuan calon terpilih berfokus 

pada partai politik bukan individu, sehingga anggaran untuk kampanye dapat 

dikendalikan. Sistem ini tentu memiliki kekurangan, dimana nomor urut 

menjadi perhatian para calon pada pilihan pertama, sehingga calon akan 

berlomba-lomba mendapatkan nomor urut terkecil sehingga tidak menutup 

kemungkinan ada kecurangan antara calon dan partai politik. Hal ini menjadi 

ranah pembentuk Undang-undang dalam penentuan sistem mana yang dipilih 

untuk pemilu kedepan. 
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2. SARAN 

Banyaknya evaluasi pada sistem pemilu menandakan perlu perubahan sebelum 

pemilihan hingga pada saat pemilihan berlangsung. Sistem pemilu menjadi 

salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka perlu diperhatikan 

beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjadi perhatian dan langkah awal 

pemilu yang baik. Seperti dalam internal partai politik, dimulai dari awal 

perekrutan kader, dengan merekrut kader-kader terbaik. Pemilih yang sudah 

mengetahui nama calon dan mengetahui kader tersebut memiliki latar belakang 

yang baik, tidak akan merasa risau jika pemilihan dilakukan dengan memilih 

lambang partai saja. Kader terbaik ini dilihat pula dari rekam jejaknya dan 

keterlibatannya dalam partai politik tersebut, diberikan batas minimal 

terlibatnya individu dalam suatu kegiatan agar melihat peluang dipilihnya kader 

tersebut sebagai contoh minimal terlibat selama kurang lebih 5 tahun untuk 

dapat dicalonkan. 

 Langkah awal haruslah didukung dengan proses kandidasi yang baik pula. 

Pembentuk Undang-undang dalam merubah sistem pemilu harus dapat melihat 

hal-hal tersebut, baik dari sisi partai politik maupun masyarakat sipil. Masa 

kandidasi haruslah menjadi jembatan dengan mengambil peran rakyat dan 

memperlihatkan transparansi calon, sehingga sistem pemilihan yang dilakukan 

dapat berjalan maksimal. Tentulah tetap mengingat bahwa sistem ini tidak 

berarti sempurna namun dalam pelaksanaannya selalu dilakukan cara-cara 

terbaik untuk tetap mendukung demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan 

keterlibatan masyarakat luas secara maksimal, dan pentingnya pengawasan 

dalam internal partai politik 
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